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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAITWAI;E(';.éu{SANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
A MISKIN DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

fenimbang HI - B bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras
Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2014,maka
Bupati sesuai kewenanganannya menyusun Petunjuk
Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin
{Raskin) Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk
Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2014;

dengingat = 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor "320);

2. Undang-Undang i hun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

6.Undang-Undang..,
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6. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tegtz;lgg
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomorsz'.’ram *
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234},

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telitang Psngar;
(Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 201_2 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofho
3360);

8. Peraturan Pemerintah Nomof 68  Tahun 2002 (tiel}ltavg
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republils indates
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Xegard
Republik Indonesia Nomor 4254);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tin ta;r;g
Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran N¢€g
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4593);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah  Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daera_h
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan),

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TA
MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.

2.Pemerintah...
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Peranglt(at
Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten
Sintang.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutny? disingkat
RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga
miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM).

5. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro
Pusat Statistik Tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak
menerima Raskin dan/atau hasil mUSyawa'rah
desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima
Manfaat-l (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.

6. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum
musyawarah di tingkat desa/kelurahan yafg melibatkan
aparat desa/kelurahan, kelompok ' masyaral_cat
desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap
Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW
untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

7. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat ’I‘D' adalah
tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker
Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat
desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara
tertulis  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dengan
Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.

8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja)
di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok
Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah,

9, Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat
desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan
beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

10. Warung Desa yang selanjutnya disingkat Wardes adalah
lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik
masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan
yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan
pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat
penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

11. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas
adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat

di desa/kejurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

12. padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin
kepada RTS-_PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan
masyarakat dimana para RTS-PM diwa jibkan bekerja untuk
meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan

kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh "
Daerah melalui APBD, a oleh Pemerintah

13. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi
Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi
g%gitglal (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum
BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan
Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.

14.Kualitas...
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i isi baik

14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kgg]:lzlimana

sesuai dengan persyaratan kualitas beras s ga s
diatur dalam Instruksi PresidenK ebiakan Perberas y

berlaku.

15. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum per;emllian
musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang mellbatdaq
aparat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin fr;
setiap satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingka
dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

16. Musyawarah Kecamatan {(Muscam) adalah forum pertemualn
mUsyawarah di keca:NRatan yang melibatkan camat, kepala
desa/lurah dan aparat terkaijt lainnya ur}tuk melakulgax;l
koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak menguba
jumlah pagu kecamatan-

17. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin
kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pembgrdayaan
.Nasyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk
meningkatkan produktivitas daerah dengan c}1ber1kan
kompensasi pembayaran harga Tebus Raskin oleh
Pemerintah Daerah melalui APBD.

18. pemutakhijran daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan
validasi RTS-PM yang didasarkan mda Basis Data Terpadu
oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin
yang tepat dan dituangkan dalam DPM -1.

19. Petunjuk  Pejaksanaan  (Juklak) adalah ~ panduan
pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang
disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai
penajaman dari Pedoman Umum Raskin.

20. Petunjuk Tekms (Juknis) adalah panduan pelaksanaan
Program Raskin d1 tingkat kabupaten/kota yang disusun
sesuai dengan situast dan kondisi d kabupaten/kota
sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan
Pedoman Umum Raskin.

21, PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial
Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber
Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K P.

22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak
INenerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang
diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang
dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), yang disyahkan oleh Kementerian
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Rl dan data Rumah
Tangga hasil peinutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)
Oleh 1nusyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam

gmgr?dm2 (l)?a:kin ditandai dengan kepemilikan KPS atau
14 bagl rumah tan hasi i
RaKSR’I‘kin i S gga hasil pemutakhiran DPM

23. Satker Raskin adalah Satuan Ke

g ! ja Pel
Raskin yang dibentuk oleh pivisi oo Pelaksana Penyaluran

. Regional (Divre) S e
BULOS. isudl?d-mdea)n/ Kantor Seksi Logistik ((Kans)ilolgj)bplzrl"::;:
: erdiri i Ketua dan A )
aer.8an Surat Perintah (SP) Kadivre nggota yang diangkat

o - /Kasub Divre/Kansilog.
.a(li-lrat Kesterangan Rumleh Tangga Miskin (SKRTM) 2014
g alah Sufat  yang diberikan kepada’ Rumah T

engganti  hasil Mudes/Mugke} i

Penanda kepesertaan pada Program gaaf;g 2014 sebagai

25.SPA..,
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25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum
BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.

26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan
beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana
Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi
lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum
BULOG.

27. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di
desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun
Pemerintah  Desa/Kelurahan yang memiliki [fasilitas
bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang
lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin
dari Satker Raskin.

Pasal2

(1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2014 mengacu
kepada Pedoman Umum Raskin 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Umum
Raskin Tahun 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis
(Juknis} Program Raskin Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SINTANG,

f:«\"/

/
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Januari 2014

SE . DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 1
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 JANUARI 2014
TENTANG '@ PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK

RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN
2014

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014

BAB. 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komodi'ti
strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yait4 : universal
Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration food Security and
World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan
dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada
Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat mentrunkan
kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan
kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan,
pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan
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Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden
tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga
pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota
seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani,
ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabijitas
ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan
untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok
masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutarmakan
pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu
program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin
dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak
dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik
pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan
nasional.

BAB I
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A.Tujuan
Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM
melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras

B. Sasaran
Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Sintang adalah
berkurangnya beban pengeluaran 25.149 RTS dalam mencukupi
kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi

sebanyak 4,526.820 kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600
per kg netto di TD,

C. Manfaat
Manfaat Program Raskin adalah :

" 1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan

menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan
menjaga stok pangan nasional;

3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran,

sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan;

4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD)
maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;

5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;

6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BABIII

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi
landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan
rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan
program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

aXKeberpihakan...
—*—
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a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-
PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat
memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.

b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku
kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui
dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan
pengawasan secara mandiri.

¢. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin
berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin,
mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin
harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat
maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pgngorganisaslan

Untuk mengefektifkan pelaksanaan
pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai tingkat
pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi

Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah
Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah
Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

program dan

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di
Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai
berikut:

1) Kedudukan
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana program
Raskin di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Sintang.

2) Tugas
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai tugas
melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi,

monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang
pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim

Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.
3} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten
Sintang mempunyai fungsi :
a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di
Kabupaten Sintang.
b) Penetapan Pagu Raskin Data RTS-PM.
¢) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin.
d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten

Sintang.
e) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten

Sintang.
flPembinaan...

S S —
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) S

ungsi Tim Koordinasi

ksanaan tugas dan f A
Distribusi Raskin

f) Pembinaan terhadap pela
dan Pelaksana

Raskin Kecamatan

Desa/ Kelurahan.
g) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin

Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur dan Keanggotaan Ti
Sintang

m Koordinasi Raskin Kabupaten

Sintang terdiri dari Penanggung
s, Wakil Sekretaris dan beberapa
Pelaksanaan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten
Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretari
koordinator bidang antara& lain Bidang Perencanaan,
Distribusi, Monev dan Pengaduaan Masyarakat, yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Sintang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdirl dari
unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara laift
Sctda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam
pemberdayaan masyarakat, DinaS Sosial, Badan Pusat Statistik,
Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan,
Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuali

dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatal®
Cgmat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di
wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:
1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di
kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertan j
kepada Camat. EEEng el

2) Tugas
Tim Koordinasi i
' e Soo dknam Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanaka
anakan i ialisasi s
, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evalua,'
, si

pelaksanaan program Raskin di wi
. ; wilayahnya serta m :
kepada Tim Koordinasi Raskin Ka\bUPatenySintal'ler g il praftens Laalinge

3) Fungsi

Dalam melaksanak
an  tugas tersebut i : .
Peamatans memimgak fiuuosl , Tim Koordinasi Raskin

Pe aan distribusi
a) rencan distribusi program Raskin di Kecamata
n.

b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM

" it i
) Fasilitasi lintas pelaky, sosialisasi Raskin di Kec
d) Penyediaan dan distribusi Raskin T

€) Penyelesaian administrasi dan HPB R ki
askin.

f) Pemantauan dan i
evaluasi pelaksanaan Raskin di
g} Pembinaan  terhadap i Desa/Kelurahan.

Desa/Kelurahan, pelaksanaan Distribusi

Raskin  di

h) Pelaporan pelaks
anaan Raski
Kabupaten Sintan n  kepada Tj
g Im Koordinasi Raski
skin

4) Struktur dan
Kelnggomn Tim Koor { K
Raski ecamatan

Tim
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Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab,

Ketua, Sekretaris dan beberapa bidalflg .ant.ara lém . Blding
Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring daan

Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat yaflg ditetapkan dengan
keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri dari unSUf-
unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sﬂl"r‘?t_arls
Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik
Kecamatan dan Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

¢. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksa™aal Program Raskin
di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat
desa/kelurahan.

1) Kedudukan
Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Desa/Lufah.

2) Tugas
Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memerikSa, mené€riina

dan menyerahkan Raskin, meneTima uang pembayaran HPB serta
menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik
Distribusi.

b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik
Bagi (TB).

¢) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan
ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum
Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.

= d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah
terima (BAST) dan Daftar Beras sesuai model DPM-2.
e} Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.
d.Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2} Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak
mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi’
menyelesaikan administrasi Raskin, Menerima uang pembayaran HPé
Raskin serta menyetorkan HPD apabila dibayar tunai.

3) Fungsi .

a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang
Bulog.

b)

Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD.

¢) Penggantian Raskin yang tidak memenuh;j
baik), standar (mutunya kurang

-ﬁ_ dPencrimae...

T e V]
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HPB atau bukti setor bank dari

d) Penerimaan HPB Raskin uang ! oo ke Rekening HPB

Pelaksana Distribusi Raskin dan menyet
Bulog. | |
inistrasi distribusi Raski® yaitu Delivery Or;lgr
Kecamatan (mode€l MBA-0) dan

€) Penyelesaian adm .
(DO), BAST, Rekap BAST .dl ; .
pembayaran HPB (Tanda Tenma/kuntan51
serta mengumpulkan DPM-2 darl TD. o

antara lain realisasi jumlah distriPus?

BAST di wilayah kerjanya . kepgda

ilog Perum Bu'0g secara peri®dik setiap

f) Pelaporan pelaksanaan tugas,
beras, setoran HPB dan
Kadivre/Kasubdivre/Kakans
bulan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin Tah.un 2214 mgnag;Cu
pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Be'anja NeEaI;Ia : d‘;ﬁ
Anggaran 2014. Khusus untuk program Raskin, proges perlfnca aa 5
penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Ke“angan ténta g
Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah:

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasio™a]
hingga Desa/Kelurahan.

1. Penetapan RTS-PM.

a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar
dalam PPLS - 11 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan,

b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-
PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur
dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi

dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau
Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi.

Titik Distfbusi ditetapkan di Kabupaten/Kota atau di tempat lain atas

kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum
Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten/Kota (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat

B.KebijakanPenganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosi
kluster I Program Penanggulangan Kemiskin an, Bg osial yang termasuk

{ 3 a n
Nomor 23 Tahun 2013 rdasarkan U dang-Undang

tentang APBN Tahu 0 .
mengalokasikan dana Subsidi Pangan dengan  kebiiaa ook

sebagai berikut : kebijakan penganggaran

1. Anggaran Subsidi Raskin 2014 disediak
and P
Kementerian Keuangan, kebijakan P . alam AYBN Tahup 2014, DIPA

2.Sesuaij..,
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Pangan pasal 18 dan 58).

gerN omor 900/2634/SJ tangeal 27
1:1 (provinsi, kabupaten) antara lain

. ku i i TD ke TB hingga
untuk biaya operasional Raskin, biaya anglct RaSk“;_:a;askin tambahan
RTS-PM subsidi harga tebus Rraskin, dana tala::sg ditetapkén maupun

-, : i i luar pegu Yy
i kin kepada RTS-PM di : ' kan.
?alomkS:;aRna:Jokasi Ilzaskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang Aifetap

isediakan oleh Pemerintah
i APBD yang disedia rintah
B | Lo i k diperlukan partisipasi
1 me,cukup, maka ' jgan urtis? '
Kabupaatli:t/ K::pa bfn:;mr;mbahn harga tebYs Raskin di Titik Dll(st?abu&
ar ' '
Icneil)?’da RTS-PM yang diatur dajam Juklak dan Juknis Kabupaten/Ko

A

7 Sesuai dengan UU Nomor 1 :
" Dan Surat Edaran Menteri Dalam N €
Mei 2013, maka pemerintah daer a

8 tahun 2012tentang

BABV
MEKANISME PELAKSAN AAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskf diperlukan panduan Pel?llfslins;lll
kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagal pina
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa dan
Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan Pelaksanaan Program
Raskin.

2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dan Pedoman Umum (Pedum)
Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petuf juk Teknis (Juknis)
Raskin.

3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskil untuk tingkat
nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga
(K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman
Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan
program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat
memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum yang setiap

tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang berkembang.

4. Untux pqaksanaan di kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai
dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan
Program Raskin {Juklak Raskin). Ruang lingkup Jukiak Raskin masih berada
dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat s

Antimem FValhasemak Temmmmem o . L
: ¥ ~—— Al e bmemtrn il mem an

pesifik untuk

Trm il alrme

n di kab ta di ukan
Untuk panduan : upaten/k
: :.n“: anevral Aamvnes ~itvvaal A p ° dlperl k

. ‘ - N Lol oW PR § Tratas + n
< AR, 128 s e matam I Tens
yang dinamaxan Petuniuk TCm’"ﬁG Program R ‘n; 3 p:. cun .
) [, v v . e . iVgiaull [\as un (Ju‘r“.ﬁ Daanlriend D
e S LY SR PR P S S e et iiia.i:.;;:i :u\,“ = 1 e o ‘\unqg
Wve wealdil sl S .

Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat T mRRsan balasaan Poduan

e ifzt,
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kebijakan masing-masing Pemerintah s A
dan kearifan lokal dalam peleksanaan

i ; ang
mengatasi hambatan sosial budaya ' y '
kabupaten/kota. UpaYa untuk mengatasi berbagail masalah dan hambatan

kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam, juknis
Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

program Raskin, :
ada di masing-masing

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional

a. Pagu Raskin Nasional Tahun 2014 merupakan besaran jumlah
Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin Tahun 2_014 atau
jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara
nasional pada Tahun 2014.

b. Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk
Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan
berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada sistem
elektronik pada bulan Nopember 2013. Basis Data Terpadu bersumber
dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola TNP2K.

c. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan
antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU Nomor 23
Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

d. Besaran pagu Raskin nasional Tahun 2014 yaitu 2,79 juta ton beras
selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15
kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/Tahun.

€. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR
dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada Tahun 2014,

f. Apabila pagu Raskin di suaty wilayah baik provinsi maupun
kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember

;(0)11; maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun

g Apab_ila terjadi pemekaran wilayah administrasj Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan : ?(n
Menko Kesra, atay Gubernur, atau Bupati/Walikots » Imaka
m.engalokasﬂlcan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS Segeré
w1lay_ah administrasi yang baru, dan melaporkan ke Tj ~l;W-I dl.
Raskin secara berjenjang, e RoaiHinas]

2. Pagu Raskin Provinsi

Tangga Sasara.m yang menerima Raskin pada Tah
berasl Yang dialokasikan untyk RTS-PM R k'un -
Sesual dengan Basis Datg Terpadu e

Sosial yang bersumber dari
dikelola TNP2K. o PPLY 2011 hasil Pendataan BpS dan

ada Tahun 2014

b. Pagu Raskin Provinsij Kalimantan

Koordinator Kesejahter Barat ditetapkan oleh M i
Al aan Ra-kyat RI. enten

cPemerintah.

- s TN T--—_"



at kebijakan untuk menambah
ggap miskin dan tidak
Terpadu hasil PPLS
didanai oleh APBD

pat membu
h tangga yang dian
RTS-PM dari Basis Data
h TNP2K. Kebijakan ini
daerah masing-masing.

c. Pemerintah Provinsi da
pagu Raskin bagi ruma
termasuk di dalam data
5011 BPSyang dikelola ole
sesuai dengan kemampudn

3. Pagu Raskin Kabupaten/Kota

a. Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2014 merupakan besaran

jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun
2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin
pada Tahup 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program
Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan
BPS dan dikelola oleh TNP2K.

b. Pagu Raskin Kabupaten/Kota sec Kalimantan Barat ditetapkan oleh

Gubermnur.

¢. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapa
kebijakan untuk menambah pagu Raskin bag: rumah tangga vang
dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis
Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.
Kebijakan 1m didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah
masing-masing. '
4. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

a. Pagu Ra§kin Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2014 merupakan
besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada
Tahup 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM
Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk
Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari data PPLS 201
hasll pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K. 1

t membuat

b- Pagu Raskin Kecamatan dan
: Desa/Kelu :
ditetapkan oleh Bupati/Walikota. / rahan se Kalimantan Barat

c. Pagu Raskin di suatu desa/
: kelurahan pada prinsi i
: prinsipn
:g:lokam ke desa/kelurahan kecuali melalui Muscar1:1 z:nm:clia"lkakdapat
tmdaklper:mlnta&m 2 (dua) desa/kelurahan atau lbii e
free an‘jt Mudes/Muskel yang memerl .
askin dMasing-masmg desa/kelurahan.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka men .
. gakomodas
PM di Desa/Kelurahan e ka:l a;i:lnYa perubahan karakteristik RTS-

Penerima manfaat yaitu: aksanaan Musdes/Muskel Daftar

sebagai
ukan penyesuaian pagu

€ Tan
meénetapkan Rumah Tangga Penggant; 882 Yang akan diganti dan

2 s
F;TS Pl\: }tl:;lgb}(ctepala Rumah
angg sebut tetap mem h Meninggal m
Pasangan Kepala Rumah Tanggae(PKRT) . Raskin dib(el»il{ac,i;r:1 E:m:h
pada
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1 i ke Juar
h meninggal, pindah alamat -
e gai penerima Raskin,

ai tidak layak seba ' :
gga lainnya yang dinilal layak melalut

3 Bagi RTS-PM Raskin tunggal Ve
desa/kelurahan atau yang dinik

maka digantikan oleh Rumah Tan
mekanisme Mudes/Muskel. |
g dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pa.da butir
kepada Rumah Tangga Miskin yang
memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dar'i .bali.ta dan anak
usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya
tidak layak huni, penghasilan paling rendap dan tidak tetap.

4.Rumah Tangga Yan
3 di atas adalah diprioritaskapn

5 Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakykan satu kali pada awal telium
sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang i
melaksanakan Mudes/Muskel untuk peniygakhiran KPS pada Tahun
2014,

6Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melgjyi
Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar
desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai peperima Raskin,
Kartu Perlindungan Sosial (KPS} yang telah diterimakan kepada RTS-PM
tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan.

8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM
Tahun 2014 oleh Kepala Desa/Lurah:

pemutakhiran oleh

9Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara
pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke
dalam formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) Tahun 2014.

10.FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1LFRP beserta KPS yang ditarik dafi Mudes/Muske! ditefima oleh Tim
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014

untgk kemudign diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman dat
hasil pemutakhiran secara elektronik yang ditunjuk. ¢

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Pr
an Program

Raskin untuk tahun berjalan yang di : .
pusat dan daerah. yang cihadiri oleh pejabat terkait tingkat

2. peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti Pelun

Raskin di Provinsi oleh Gubernur. curan Program

3. Sosialisasi pedum dan Pa i |
: gu Raskin dapat dilak

Pehtmc.uran Sosialisasi dilakukan oleh Tim KSana}ian .Pada saat acara
berjenjang. oordinasi Raskin secara

E. Monitoring dan Evaluasi
1. Dalam rangka meningkatkan
IgKE efektivi
PM Raskin di berbagai daerah mak;ta'ls‘l Penyaluran Raskin kepada RTS-

monitoring dan evaluasi penyaluran Rasl? Koordinasi Raskin melakukar
n. ]

[ —— 2.Dalam...
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i jsas! juran Raskin
itori jevaluas! realisast penya
jatan monitoring akan dieva pet) B
g Dala{n ke'gl . permasalahan yang menghambat pelaksanaalj peny v
= et uk meningkatk'an penyalu:ran Raskl

3 3 upaya unt
Kemudian gl e . hkan permasa’lahan.

ikan solusi untuk memeca

mencar
da n melakukan

3. Monev dilakukan secard berjenjans Tim koord;’r;:i;ﬂ:iip; A
monev ke jen jang yang lebih rendah atau ke RTS-

F. Pelaksanaan Penysaluran Raskin Sam .
askin sampai ke tit

Penyediaan dan penyaluran R

tugas Perum Bulog.

pai ke Titik pistribusi {1D)
k distribust menjadi

1, Penyediaan Beras RasKin
k RTS-PM Raskinboleh Perum Bulog berasal
i i y i ka
dari beras hasil Pengadaan Dal ._‘la tldak.merzcjlkgpr§l :naan
dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesual c Lnlg,
Inpres Kebijakan Perberasan yang berlakuy, deflgan kemasan berlogo

perum BULOG dengan \cuantum 15 kg/karung dan atalt 99 kg /karung.

penyediaan Raskin untu

2. Rencana Penyaluran
n ragk n, Perum Bulog

Untuk menjamin kelancaran proses penyalura
ulanan

bersama Tim Koordinasi raskin menyusun rencana penyaluran b
yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3Mekanisme Penyaluran

a. Bupati/Walikota/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat
Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bylog berdasarkan Pagu

Raskin.
b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog m enertitkan sppB/DO p ras t
masing-masing kecamatan atau Ka mpaten/Kota =™ o o s

c. Sesuai dengan sPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan ber?s
sampai ke titik distribusi.
. L] . . . . .(
d. Di t1t1'k D1§mbu51 serah terima beras alltara Perum Bulog den8ap Tim
koordinasi Raskin/Pelaksana Dist busi dan dibuat BAST Yagg Mit da
tangani oleh kedua belah pihak. = L 'EH:
G. Penyaluran Raskin.

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

a. Penyaluran Raskin dari TD ke TBs i
; . ampai RTS-PM menjadi
jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. N i

Tim Koordinasi/Pelaksana distri '
: stribusi melakuk ;
dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Buallgg%?r'r[tcbnksaan i

Apabila dalam pemeriksaan di
itepukan Raskin i
gng tidak sesuai

dengan kualitas dan kuanti

, tas yang ditetapkan :

Raskin/Pelaksana Distribusi  harus pmenc,ﬂ;nkakac;l‘umt Koordinasi
1 ; an langsung

mengembalikan kepada Perum

2 Bulog untuk di :

yang sesuai, dan menambah kekuranog 2158‘ iti dengan kualitan
gan Kugptitas.

Penyaluran Raski i
n dari TD ke B sampai RTS-PM dapat dilakukan

secara regular oleh kelom

pok kena : :

Kelompok Masyarakat dan Padat (PO;E), atau melalu. Warung Desa
Karya Raskin. g

2.Penyaluran...

T T ——
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-1 dari TB ke RTS-PM
2. Penyaluran Raskin darl Raskin dari TB ke

i nsportasi penyaluran
B ;nian mudah

ini kan ]
a. Untuk meminima ks di lokasi yang strategis

RTS-PM maka 1B ditetapkan
dijangkau oleh RTS-PM. |
b. Pelaksanaan penyaluran Raskin darl TB kepada R.IS-PME di?iu;:f‘«agi
' oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Rag 'n; p.;, <.utr,l i
f’M sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2"s€ apjutny

dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatarn. e

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)
1. Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,- /kg netto a* TD.

5. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin

dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksan? djstribugi Raskin

Jangsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekenliri‘g peram Buvllog.
setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam JyikRié sgsual

dengan kondisi setempat.
1. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan teptang Ta.a Cara

penyediaan, Penghitungar, Pembayaran dan pertanggung jawaban

Subsidi Beras bagi Masyarakat perpendapatan rel’qah, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.

2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Ploglam Raskil, seperﬁ biaya
distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan peqéa-dﬁan bersuriive.
dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BABVI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan oeh BPKP,

Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai denganlperaturan
perundang-undangan yang berlaku. 2 |

B. Pengawasan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksar aan Program Ragkin
S

kepada Tim Koordinasi Raski” Kecamatan s.cara pdriodik seda
L ! ) p

bulan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mela
; - porkan pelaksan

Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabu‘pate:z e aan Progral.rn

setiap triwulan. /Kotu secarw. periodik
3. Tim Koordinasi Raskin Kab

. upaten/Kota melaporkan

Progran .Raslnn kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Pe1aksapaa\_n

setiap triwulan. insi secara periodik
4.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi a n ak

sl €
weiing by m™] porkan Pej@Ksanaan Program
Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan s:;uruh

wakil ketua pelaksana Ti
; im Koordinasi ;
i et dinasi Raskin Pusat secara periodil

5.Laporan...
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Tahun 2012 dibuat oleh

. ki
Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskip pada akhir tahun.

Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota

6. Perum Bulog melaporkan Pelaksanaan Pendist,ibusian Raskin kepada

Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VII
PENGADUAN
Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikand balkdde}:‘
masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek penga u;m apa6
berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan

(enam) tepat, vang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di
bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

2. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus ufltuk penanganarn
Pengaduan,

3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data
Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.

4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan
yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan bertugas menangani
pengaduan untuk ditindaklan juti.

S. Péngaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara
langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten /
Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan
kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk
ditindaklan juti.

BAB VIII
LAIN-LAIN

¥ Raskir} adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh
Pémerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok
dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam v s in
sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak iNeNerima, makz pr;i:

pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian ter :
sebut d .
dengan ketentuan hukum yang berlaku, apat dituntut sesuai

berpedoman pada daftar-daftar yang
Penyaluran Raskin Tahun 2014,

BAB IX

PENUTUP
Pedoman Umum Raskin 2014

' Bagaimanapun, .

.......!!!!!!!!III---___ﬁ_
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Bagaimanapun mulianya tujuan program, apalagi program yang langsung
bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan
sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-

benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM
Program Raskin.

Juklak Raskin Tahun 2014 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014 dan
dengan diterbitkannya Pedum Raskin Tahun 2014, maka Juklak Raskin Tahun
2013 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam

pedoman ini akan diatur kemudian, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan seperlunya.

BUPATI SINTANG, +
v

jMIL‘l“ N CROSBY

. |




